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MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(terjemahan Surat Al-Mujadalah ayat 11)*

! Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Semarang: PT
Kumudasmoro Grafindo
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RINGKASAN

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo Pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan, Menurut Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Pph), yang dimaksud Pajak Penghasilan
adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan
hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau
regresif. Sejarah pengenaan pajak penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya
tenement tax (huistaks) pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai
sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah
atau bangunan. Pada periode sampai dengan tahun 1908 terdapat perbedaan perlakuan
perpajakan antara penduduk pribumi dengan orang Asia dan Eropa, dengan kata lain
dapat dikatakan banyak perbedaan dan tidak ada uniformitas dalam perlakuan
perpajakan. Tercatat beberapa jenis pajak yang hanya diberlakukan kepada orang
Eropa seperti “patent duty”. Sebaliknya business tax untuk orang pribumi. Di
samping itu, sejak tahun 1882 hingga 1991 dikenal adanya Poll Tax yang
pengenaannya berdasarkan status pribadi, pemilikan rumah dan tanah. Objek pajak
penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang-undang pajak
penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam
pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat
dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.
Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang Pph tidak memperhatikan adanya

penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis
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yang diterima atau diperolen wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai
kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang
diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Dilihat dari
penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung
untuk menambah kekayaan wajib pajak. Karena Undang-Undang Pph menganut
pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau
diperoleh dalam satu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan
pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan
menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan
lainnya, kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu
jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan
dari Objek pajak maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan
penghasilan lainnya yang dikenakan tarif umum.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: Pertama,
Bagaimana prosedur penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak
Penghasilan (Pph), Kedua Apakah Tujuan dari pelaksanaan Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (Pph), dan yang Ketiga Bagaimanakah akibat
hukum jika tidak melaksanakan penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
Pajak penghasilan (Pph).

Tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui
bagaimana prosedur pelaksanaan penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
Pajak Penghasilan (Pph). Kedua, Untuk mengetahui tujuan dari pelaksanaan Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (Pph). Ketiga, Untuk mengetahui
dan memahami akibat hukum jika tidak melaksanakan penyerahan Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (Pph).

Penulisan skripsi ini, menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis
normatif serta menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu metode pendekatan
undang-undang (statute aproach) dan mengunakan pendekatan konseptual

(conceptual approach). Sedangkan untuk bahan hukum penulis mengunakan 3 bahan
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hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.

Mengenai analisa, yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode perspektif.

Berdasarkan Uraian diatas, Penulis menyarankan agar masyarakat akan
memberikan dukungan terhadap kinerja organisasi Direktorat Jenderal Pajak, yang
pada akhirnya akan mampu meningkatkan pola kerja aparat perpajakan dalam rangka
mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dalam mengupayakan pembayaran pajak bagi wajib pajak maka haruslah ada
hakikat pelayanan umum yang prima yaitu dengan meningkatkan mutu dan
produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah di bidang pelayanan
umum. Sesuai dengan pengertian dan hakikat pelayanan umum yang prima, maka
pelayanan umum harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang

bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau.
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